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Fokus pengukuran 

dan indikator kemiskinan yang 

berubah dari perspektif orang 

miskin sebagai “orang yang 

serba tidak memiliki,” 

menjadi “orang yang punya 

kemampuan merespons 

kemiskinannya.”

TNP2K sebagai ‘dapur’ 

kebijakan: menyediakan 

ide dan gagasan terbaik 

untuk kebijakan dan 

program penanggulangan 

kemiskinan yang efektif

Upaya penanggulangan 

kemiskinan adalah kerja 

jangka panjang multipihak, 

dalam pemerintahan dan 

nonpemerintah, di tingkat 

pusat dan daerah
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Perpres No 15/2010 

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

(diperbaharui dengan Perpres No 96/2015)

Memastikan semua program penanggulangan 

kemiskinan dilaksanakan secara sinergis 
Peran 
TNP2K
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Tugas pokok TNP2K

Mendukung konvergensi 

berbagai upaya 

penanggulangan kemiskinan 

di kementerian/lembaga; 

Melakukan pengawasan 

dan pengendalian 

program penanggulangan 

kemiskinan.

Memberikan rekomendasi 

untuk kebijakan dan 

program penanggulangan 

kemiskinan; 

1 2 3
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TNP2K sebagai perantara pengetahuan 

untuk perumusan kebijakan:

• Didukung Unit Pengelolaan Pengetahuan 

dan Unit Komunikasi dan Kemitraan,

• Menyediakan produk pengetahuan 

untuk mendukung kebijakan.

TNP2K sebagai think tank kebijakan 

penanggulangan kemiskinan 

dan didukung tim kerja kebijakan
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Sekretariat TNP2K memastikan bahwa arahan kebijakan Wakil Presiden dapat dilaksanakan dengan 
baik oleh Kementerian/Lembaga yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

Mendorong konvergensi berbagai program penanggulangan kemiskinan melalui: 

Pelatihan untuk pemerintah 
daerah dan rapat koordinasi

Koordinasi dan komunikasi 
dengan perguruan tinggi 
dan pihak swasta

Bimbingan teknis penyusunan 
dokumen rancangan kebijakan 
daerah soal kemiskinan

Sosialisasi 
kebijakan baru
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Harmonisasi data Survei Sosial 
Ekonomi Nasional (Susenas 2018) 
dan Riset Kesehatan Dasar 
(Riskesdas 2018) sebagai dasar 
penanganan kondisi status gizi 
balita dan tingkat kesejahteraan, 
khususnya terkait stunting, 
sehingga berhasil menjadi target 
pembangunan nasional.

Tujuan pemantauan 
dan evaluasi adalah 
memperoleh data dan fakta 
baru yang terjadi selama 
pelaksanaan program 
di lapangan

Keberhasilan TNP2K dalam 
pemantauan dan evaluasi 
program penanggulangan 
kemiskinan: 

1
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Penyempurnaan 
metode perhitungan 
beras untuk ketahanan 
pangan yang lebih baik

2

Realokasi dan 
reformulasi 
pemanfaatan dana 
kelurahan untuk 
penanggulangan 
kemiskinan

3
Efektivitas industri 
sawit untuk 
penanggulangan 
kemiskinan

4

Merumuskan 
pemutakhiran 
perhitungan 
garis kemiskinan 
menggunakan metode 
pengukuran yang 
berbeda untuk 
setiap daerah, 
sesuai kondisinya

5
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Pemutakhiran data 
dan penetapan 
sasaran

1

Strategi kebijakan 
perlindungan 
sosial

2

Kebijakan 
pembiayaan jaminan 
kesehatan nasional 
(JKN)

3

Integrasi bansos 
dan subsidi 
pemerintah

4

Koordinasi 
upaya penghapusan 
kemiskinan ekstrem

5

Forum 
kolaborasi 
multipihak

6

Pembangunan 
daerah pro 
masyarakat miskin

7

Inovasi kebijakan 
berbasis riset 

8
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Pandemi Covid-19 berdampak pada peningkatan angka kemiskinan di Indonesia* 

Kelompok rentan harus mendapatkan perlindungan sosial yang inklusif, yaitu menyasar 
anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, pekerja, dan kelompok perempuan yang 
bekerja pada sektor informal.

September 2019-Maret 2021

Peningkatan terbesar terjadi 
di wilayah perkotaan 1 juta orang.

Agustus 2020

*Sumber: BPS (2021)

Peningkatan angka pengangguran 
sebanyak 2,7 juta orang.

Rata-rata upah nominal
pekerja atau buruh

dari upah nominal
sebelum pandemi.

-5,2%
2,7 juta
orang

1,12 juta
orang
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Stimulus bantuan 
sektor pertanian

Sistem penetapan 
sasaran penerima 
manfaat bantuan

Program bantuan 
langsung tunai 
dana desa (BLT-DD)

1 2 3

Program 
Keluarga 
Harapan (PKH)

4

Program 
Indonesia 
Pintar (PIP)

5

Pengalihan 
subsidi BBM

6

Subsidi 
listrik

7

Program 
Kartu Prakerja

8

Program Jaminan 
Kesehatan Nasional -
Kartu Indonesia Sehat 
(JKN-KIS)

9

Penguatan ekonomi 
untuk pemulihan 
pasca Covid-19

10
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Inpres Nomor 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan 
Kemiskinan Ekstrem menargetkan penghapusan 
angka kemiskinan ekstrem mencapai 0% pada 2024.

TNP2K mencari solusi data alternatif agar 
bantuan sosial lebih tepat sasaran 
(menggunakan PK-BKKBN).

1

3

TNP2K membantu dalam 
pemeringkatan klasifikasi tentang 
kesejahteraan penduduk

4

28 Kementerian/Lembaga 
ditugaskan bekerja bersama 

2
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Kerja sama yang 

melibatkan pemerintah 

dan nonpemerintah: 

model Pentahelix, 

yaitu pemerintah, 

badan usaha, 

perguruan tinggi, 

masyarakat sipil,

dan media. 

• Kerja sama Unit Komunikasi 
dan Kemitraan dengan 
filantrofi, CSR, dan CSO

• Kerja sama Unit Pengelolaan 
Pengetahuan dengan 
akademisi melalui forum 
perguruan tinggi, penguatan 
hubungan media, dan 
kehumasan Kementerian/
Lembaga
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Kerja sama Unit Advokasi dengan TKPK provinsi dan kabupaten/kota 

untuk penguatan daerah

Mengembangkan model belanja publik untuk mempertajam APBD 

sebagai alat perencanaan dan koordinasi kebijakan penanggulangan 

kemiskinan melalui fungsi TKPK 

TNP2K mendampingi pemerintah desa dalam melakukan 

pendataan agar dapat menjangkau sasaran program secara tepat

Rp
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Sekretariat TNP2K didukung oleh 
Pemerintah Australia melalui 
Departemen Luar Negeri dan 
Perdagangan Australia (DFAT). 

Kemitraan pembangunan 
antara Indonesia-Australia ini 
diwujudkan dalam bentuk 
fasilitasi teknis yang dimulai 
sejak TNP2K didirikan pada 
tahun 2010

Sejak 2016, DFAT dan TNP2K 
bermitra melalui MAHKOTA 
(Menuju Masyarakat Indonesia 
yang Kokoh dan Sejahtera), 
mendukung upaya penyusunan 
kebijakan berbasis bukti untuk 
menanggulangi kemiskinan dan 
mengurangi kesenjangan sosial

1 2 3
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TIM PROGRAM
(Sekretariat TNP2K)

TIM DUKUNGAN 
TEKNIS MAHKOTA
(Technical support team)

TIM DUKUNGAN 
OPERASIONAL MAHKOTA
(Operational support team)

Dukungan teknis langsung 
kepada Kementerian/Lembaga

Arahan dan konsultasi
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• Asistensi teknis untuk Sekretariat TNP2K, 

• Asistensi teknis kepada Kementerian dan Lembaga 

secara langsung,

• Dukungan kepada Kemensos untuk penguatan 

program Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem 

Layanan dan Rujukan Terpadu (Puskesos SLRT), 

• Menghasilkan masukan terkait layanan sosial 

satu pintu di tingkat masyarakat 

(desa/kelurahan) dan kontribusinya terhadap 

pemutakhiran data kemiskinan nasional

• Dukungan kepada Pemprov Papua untuk 

uji coba program Bangun Generasi dan 

Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA Papua)

• Menghasilkan studi kasus pelaksanaan 

program bantuan sosial khusus untuk 

anak di daerah terpencil, dengan 

memanfaatkan sumber dana Otonomi 

Khusus (Otsus) Papua.
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T E R I M A  K A S I H
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